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DEPARTEMENKEUANGANh(EFUEL|KlNDoNEs|A
DIREKTORAT JENDEML PERBENDAH/{RAAN

P ERATURAN DI REKTU R JENDERAL PERBENDAHARMN
NOMOR PER?6 IPB/2WT

TENTANG

LANGIilH.LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2OO7 UNTUK

KANTOR PEI-AYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS BANDA ACEH

DI RE KTUR JENDERAL PERBEN DAHAR/MN'

bahwa tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah

meruffuskan serta melaksanakan kebljakan dan standardisasitekniS di

bidang perbendaharaan negare $esuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oeh Menteri Keuangan, dafl berdasarkan Peraluran
perundang-undangan Yang berlaku:

bahura sehubungan dengan aken berakhirnya Tahun Anggaran 2007
dan perslapan peluncuran prograrn/kegiiatan bagi Badan Rekonstruksi
dan 

'Rehabilitasi 
NAD-Nias Tahun Anggaran 2007, maka untuk

meningkatkan disiplin pengeblaan keuangan can untuk menjaga
kesinambungan mekanisme pembayaren- jadual penyetoran
penerimaan dan pengeluaran negere harus Ciatur sesuai dengan
ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara clan peraturan
perurrdang-undangan lainnya ;

bahna berdaSerkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b' perlu nrenetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharean tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir
Tahun Anggaran 2007 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Khusus Banda Aceh;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2fr)3 tentang Keuangan Negara
(Lembanan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik lndones-e Tahun 2004 Nomor 5'
Tambahan Lenrbaran Negara Republrk Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20o4. tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik tndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa00):

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2ffi6 tentang Anggqran Pen_dapatan
dan Beianla Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2006 Nomor 9{, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 4562) sebagaimana telah diubah dengan

undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Anooafon pendapatan 63n $stanja Negara Tahun Anggaran 2007

ii*ii;L'l lregara Repubtik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122);

Keputusan Prestden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Peiaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Negara (Lembaran

NilrA nepuOn[- tndonesia Tahun 2*.2 Nornor 73, Tambahan

L"iurrn Negara Republik Indonesb Nomor q212\, sebagairnana telah

iirGn J*"gai Xeputus"n Presden Nry-ol72 Tahun 2004 (Lembaran

Neoara Republik fnii-nesit Tahun 2Oo4 Nomor 92' Tambahan

L-?;;;-il.i"* n"p'otik Indonesia Nomor *a$l' 
r̂frl_

:  1 .

2.

3.

4 .
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O. Peratunan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang
Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dart
Belanja Negara;

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran
PendaPatan dan Belanja Negera;

MEMUTUSKAN:

Menetapl€n : PERATURAhI DTREKTUR JENDERAL PERBENDAHARMN TENTANG
LANGKAH-IANGKAH DAI-AIU MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN
2OQ7 UNTUK MNTOR PETAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KHUSUS BANDAACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DireHur Jenderal Pe6enclaharaan ini, yang dirnaksud
dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negana, yang selanjutnya disebut
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oteh Dewan Penvakilan Rekfat. yang masa berlakurrya dari
tanggel 1 Januari sarnpai dengan tanggal 31 Desernber tahun
berkenaan.

2- Daftar tsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA
adalah dokumen pelaksanaan anggeren yang disusun oleh
Menteri/Pimpinan Lembega selaku Pengguna Anggaran dan disahkan
oleh Menteri Keuangan s€leku Benclahara Umum Negara-

3. Dafiar lsian Pelaksanaan Anggaran Lunanran Tahun Anggaran 2008,
yang selanjutnle disebut DIPA-L Tahun Angganan 2008 adalah
dokumen pelaksanaan anggaran dad peluncuran program/kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias yang dibiayai dari sisa
anggamn belanja Tahun Anggaran 20O7 sebagai anggaran belania
tambahan Tahun Anggaran 2fi)8-

4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yeng selanjutnya disebut
KPPN adalah instansi vertikal DireRorat Jenderal Perbendaharaan yang
memperoleh kzurenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara,

5. Pengguna Anggaran, yaqg selaniutnya dlsebut PA adalah pejabat yang
berwenang dan bertanggung jaurab atas penggunaan anggaran pada
Kementerian Negara/Lembaga yarq bersangkutan-

6. Kuasa Pargguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah
pejabat yang memperoleh kewenangen dan tanggung jawab dari PA
untuk menggunekan anggaran yang dkuasakan kepadanya.

7 - Bendahara Pengeluaran adeleh oriarg Fng ditunjuk untuk menerima,
menyimpan. membalprkan, menateusahakan. dan mempertanggung-
jawebkan uang dalam langka pelaksanaan belanja APBN Pada
Kementerian Negara/Lembega dan/atau Satuan Kerja selaku PAy'Kuasa
PA.

8. Kas Negara adalah ternpat prEnyimpanal uang negara yang ditentukan
oEh MEnteri Keuangan selaku Bendahare Umum Negara, untuk
*"*p"ng seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh

pengeluaran nqgaa-W
a
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9. Rekening Kas umum Negag yang selaniutnya disebut Rekening KUN

adalah rekening t"mpat d!$-p"*n :.at!g 
nsara v"ng.9lt"-ll'-kan oleh

wtenteri Keuanfan =blaku ebndatrara Umum Negara untuk menampung

se|uruhpenedmaannegarE|darr/ataumernbayarseluruhpenge|uaran
negara @a bank sentral'

l } .TreasurySlng/eAwwtztf f€A)ada|ahsaturekeningdimanaSemua
penerimaannegaramasukdansaT|uaperqeluaranlegaradibayardari
iekenirrg terseU't yang dipergunakan sebagai salah satu cara untuk

dapat m]ehfsanakan pdngelotaan kas lang baik'

11_surat Perminraan Pembayaen.yang selanjutnya disebut sPP adalah

dokurren yang diterbitkan oleh Peiabat Pembuat Komitmen yang berisi

permintaan kJpada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbiikan

burat perintah Membayar sejumlah uang aias beban bagian anggaran

yang dikuaminl,a untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-

iyaLt yang ditentut<an dalam dokumen perikatan yang meniatii cjasar

penerbitan SPP berkenaan-

1?. surat Perintah Memhayar, yang setanjutya clisebut sPM adalah surat
perintah yang diterbitkan oleh Peiabat Penanda Tangan SPM untuk dan

atas nama Fa tepada BUN atau kuasanya berdasarkan SPP untuk
melakukan pembeyaran sejumlah uang kepaca pihak dan atas beban
anggaran yang ditunjuk dalam SPF ber'xenaan'

13. Surat Perintah Pencairan Dana. yang sebnjutnya disebut SP2D adalah
surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN kepada bank
operasionaukanlor pos dan giro berdasarkan sPM untuk
memindahbukukan sejumlah uang dari l(as Negars ke rekening pihak

yang ditunjuk dalam SPM berkenaen'

14- uang Persediaan, yang selanjutnla disebut UP adalah ueng muka kerja
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran
hany,a untuk membiayai kegiatan operas-nnal sehari-hari satuan Kerja
yang tiOat mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran

langsung-

15. Tambahan Uang Persediaan, yang setaniutnya disebut TUP adalah
uang )rang diberikan kepada Saluan Ke{a untuk kebutuhan yang sangat
mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan

16. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang setanjutnya disebul
SPM-UP adalah SPM yang ditefiilkan oleh PA/Kuasa PA untuk
pekeriaan yang akan dilaksanakan dan membebani MAK transito.

17. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang
selanjutnya disebut SPM-TUP adalah SPM yang diterbitkan oleh
pA/Kuasa PA karena kebUtUban darranya melebihi pagu uP dan
membebani MAK transito.

19. surat Perintah Membayar Penggarrtien uang Persediaan, yang

Fdnft i$$5a{'trS'6b6*f, l$#dB"'f, $lF[,$EfVlygng,,gte"qPg1g$,,#lgh
unluk menggantikan UP yang telah dipekai'

1g. surat Perintah Membayar Langsung. yang selanjutnya disebut SPM-LS

a d a | a h s P M L a n g s u n g r e p a o a p i h a k | t e t i g a y a n g d i t e r b i t k a n o | e h
pA/Kuasa pR atal dair perjanjian kontrak kerja atau surat perintah

kerja lainnYa.

20. Surat Perintah Membayar PgoggTttqn Uang Persediaan. Nihil' yang

setanjurnya ol=eo,i i-iil+uP frihil_adahh sPM Penggantian uP Nihil

yang rtiterbtt n'len' pAlKuasa pA untuk selanjutnya disahkan oteh

KPPN. (y]+
. U



yani Oiterbitkan oleh KPPN atas Sp-l +UP Nihil yang dibuat oleh

ku€;r PA pada Kementerian NegaE/Lembaga/lGntor/$atuan Kerja-

22- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutftak, yang selanjutnya disebut
SpTJM aObnn surat yang dibuat oleh Kusa PA/Pejabat Pembuat
Komitmen ytrng mernual pemyaraan bahwa seluruh pengeluaran untuk
pemOayarah Untuk pemUayaran hononarium, remuneraSi, vakasi, uang
makan, dan uang tembur Pegar,nai Negeri sipil telah dihitung dengan
benar dan tlBertai kesanggupen untuk mengembalikan kepada negara
apabila terdapat kelebihan pembayaran'

BAB II

PENGELUARAN ANGGAMN

Pasal 2

(1) Pengajuan SPM-UP, SPM-TUP, SPM'GUP' dan SPM-LS yang dananya
bersumber dari DIPA BRR NAD-Nias diletapkan sebagai berikut;

a. SPtvl-GUP dan SPM-UP trerus sudah diterima KPPN Khusus Banda
Aceh paling lambat langgal 7 Desember 2007 pada jam kerja;

b. sPtvt-Tup harus sudah diterima KPPN Khusus Banda Aceh paling
tambattanggal 12 Desember2ffiT padaiam kerja;

c- SPM-LS harus sudah diterima I(PPN Khusus Banda Aceh paling
lambat tanggal 14 Desembet2$T pada jam keria.

(2) Penerbitan SP2D-GUP, SP2DUP/TUP, dad SP2D-LS oleh KPPN
Khusus Banda Aceh diatur sebagai berikut:

a. SPZD-GUP dan SP2DUP diterbitkan paling lambat tanggal 10
Desember 2007 pada jam keria;

b, SP2D-TUP diterbilkan paling bmbat tanggal 14 Desember 2007
pada jam keda;

c- SP2D-LS dilerbitkan paling lambat tanggal 18 Desember 2007 pada
jam kerja-

(3) Penerbitan SP2D untuk pembayaran bbya pemeliharaan 5% dari nilai
kontrak (retensi), diatur sebagai bedkut:

a. Pebksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% pada akhir tahun
anggaren:

b. Untuk rrra$a pemeliharaan sampai &ngan tanggal 31 Desember
2007, biayra pemeliharaannye depet tlibayarkan dengan dilampiri
fotokopi jaminan bank yang telah disahkan oleh PA/Kuasa PA
minimal sebesar jumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir
bersamaan dengan ffE$a perneliharaan:

c. Untut< masa pemeliheraan yang melampaui Tahun Anggaran 2007,
apabita ekan dibayarkan pede Tahun Anggaran ?007, biaya
pemeliharaannya dibayarkan paling lambat pada tanggal 18
Desember 2007 dengan clilampiri fdokopi jaminan bank yang telah
disehkan oleh PA/Kuasa PA minimal sebesar jumlah tagihan dan
masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan
dengan mencEtntumkan tanggal dan nomor jaminan bank pada

uridian SPM berkenaan;
d- Jaminan bank sebagairmna dimaksud pada huruf b dan c dicairkan

segera oteh PA/Krrasa pR apabila teriadi u'an-presta si' y1r,
, f
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e. untuk masa pefieliharaan lrang melampaui Tehun Anggaran 2007,
tapi belum sempat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2007, biaya
pemeliharasnnya dapat dibayarkan sepaniang dananya dialokasikan
dalam DIPA-UDIPA Tahun Rnggaran 2008'

(a) Pembayaran honoran:um, remunerasl- dan uang lembur bulan Desember
2007 diba]€rkan pada bulan be*enaan dengan melampirkan SPTJM
dengan menggunakarr formulir seb4aimana ditetapkan dalam Lampiran
I Penatunan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini-

(5) Pembayaran Langsung untuk pelteriaan beban Rekening Khusus (RK)
bagi pinjaman dan hibah luar negeri lang belum b/osrrtg dalei KPPN
Khusus Banda Aceh harus menyampaikan SP2D-RK kepada Kantor
Bank Indonesia pating lambat tanggal 18 Desember 2OC7 pukul 16.00
veaktu setempat-

Pasal 3

(1) Pengajuan SPM-LS kepada KPPN Khusus Banda Aceh paling lambat
tanggal 14 Desember 2OO7 pada jam kerja untuk pekerjaan fisik.
pemeliharaan gedung. penyediaan makanarVlauk pauk, dan kegiatan
sejenas hinnya secara kontraktual yaqg Berita Acara Perryelesaian
Pekajaannya baru capar. dibuat tanggal 15 Desember 2007 sampai
dengan 31 Desember 2OO7 diatur sebagaiberikut:

e. Pelaksanaan pei<erieen harus sudah selesai 100% pada akhir
Tahun futggaran:

b. PA/Kuasa PA melamPirkan:
1) Surat Perjanjlan Pembayaran entara PA/Kuasa PA dengan pihak

ketiga/rekanan ffienggunakan formufir sebagaimana ditetapkan
delam Lampiran ll Peraturan Difen Perbendaharaan ini;

2) Asli jaminan bank. yang masa berlakunya berakhir sampai
dengan kontrak berakhir, deng€n nilai sekurang-kurangnya sama
dengan jumlah tegihan clan d6ng6,t masa pengajuan klaim
seleme 30 hari;

3) Asti surat kuasa (bermeterai cttkup) kepada Kepala KPPN
Khusus Banda Aceh untuk rnencairkan jaminan bank dengan
menggunalen formulir sebageinana dalam Lampiran lll
Peratu ran Direktur Jenderal Perberrdaharaan ini:

c. Berita Acara Penyeleseien Pekeriaan tersebut di atas herug sudah
dilenma KPPN Khusus Banda Aceh paling tambat 5 (lima) hari kerja
(diluar cuti bersema) seiak kontrak $elqsai-

d. Kepala KPPN Khusus Banda Aceh uajib meneliti keabsahan jaminan
bank dengan melakukan konfirmasi kepade bank penerbit-

e. Dalam hal jaminan bank tidak sah' KPPN Khusus Banda Aceh
mengembalikan SPM-LS bed<enaan-

f. PA/Kuasa PA wajib membuat pemFtaen wan-prestasi apabila pihak

ket igawan-prestasidanrnenyampaikannyakepadaKepa|aKPPN
Khuius Etanda Aceh pada kesempatan pertama'

g . K e p a l a K P P N K h u s u s B a n d a A c e h p a d e h a r i k e r j a b e r i k u t n y a- 
mengajukan klaim pncaign janrinan bank untuk untung Kas

NeSJd sebagai pengembalian IEFnB Tahun Anggaran -2007 atau

perrdapatan r"in Linimu" 4q39pl Tahun Anggaran 2008 apabila

sampai Cengan akhir'hari kerja kelirna KPPN Khusus Banda Aceh

iJ"fi m*ndti*" Berila AoF. Penyelesaian ' Pekeriaan atau

menerima u"p"on wan-prestagi dari PA/Kuasa PA- h'I
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BAB III

PENYELESAIAII UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

UP/TUP 1rang telah digunakan, dapat diajukan SPM GUP Nihil paling lambat
tanggal 17 Desember 2OA7 pada iarn kerja atas beban Tahun Anggaran
2007.

Pasal 5

SPM-GUP Nihilsebegaimana dimaksrrd dalam Pasal4, oleh KPPN Khusus
Banda Aceh diterbitkan SPADGUP Nihil paling lambat tanggal 18
Desember 2007.

Pasal 6

Sisa dana UP/TUP Tahun Anggaran 2007 yang masih berada pada kas
bendahara (baik tunai maupun ddem rekening banUpos) oleh Bendahara
Pengeluaran disetorkan kembali ke Rekening l(as Negara pada Bank
Persepsi/tGntor Pos Persepsi sebagai Penerimaan Pengembalian UP Dana'
Rupiah/Darra PHLN (MAP 815111/815112) paling lambat tanggal 28
Desember 2007.

Pasal 7

(1) Sisa tlana UP/TUP yang ada direkening Bendahara Pengeluaran pada

barrklpos pada tanggal 28 Desember 2007 pukul 11'30 waktu setempat
dipindahbukukan secara ototnatis oblr banupos ke Rekening Kas
Ittegara pada Bank Persepoi/lGntor Pos Persepsi sebagai Penerimaan
peig*m'batian UP Dana Rupiafr/Dana PHLN (MAP 8151 11/8151 12).

( 2 ) B a n U l G n t o r P o s p e l e g ? n g r e k e n i n g B e n d a h a r a . P e n g e l u a r a n'-' 
."nvurp"ikan Nota oeuet repaoa bendahara yang bersangkutan

untuk kemudian 1 (satu) lenrbar fotokopinya/salinannya disampaikan

of"ft g"no.ftara Pengetuanan lte KPPN Khusus Banda Aceh'

(3 )Kepa|aKPPNKhususBandaAcehegarmember i tahukankepada'-' 
,*iu" P-mpinarr Bank/tGntor.Pos +lu- witayah kerjanya untuk

melaksanakan ketentuan sebagairmna dlnaksud pada ayat (1) %y

h. penerbitan sPZD untuk pekeriaan fisik, pemeliharaan gedung,

pen@iaan makanan/lauk pauk, dan kegiaan sejenis lainnya secara

i<oni"*r""tsebagaimana dimaksud diatas paling lambat tanggal 18

Desembr2007.

(2) Dalam hal pelaksanaan pekefi€an sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ridak Capai dlselesaikan 100% samPal dengan akhir Tahun Anggaran

2007. diatur sebagai benkut:

a. PA/Kuasa PA menlAmpaikan taporan tertulis tingkat kemajuan
penyelesaian pekerjaan terakhil palirg lambat 5 (lima) hari kerja
(ailuar cuti bersama) seiak langgal kontrak selesai'

b. Kepela KPPN Khusus Banda Aceh pada hari kerja berikutnya
rnengajukan klaim pencairarr jaminan bank untuk untung Kas Negara
sebesar persentase pekajaan )rang hual( dapat diselesaikan
berdasarkan taporan sebagalmana dimaksud pada huruf a, sebagai
pengembatian belanja Tahun Anggaran 2007 atau Pendapatan Lain-
Lain (Al$n 4239S9) Tahun Anggaran 2008-
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digunakan tetipi belum di SPM-GUP Nifril-kan, dan sisa dana uP/TUP
ya-ng belum ttisetor ke l(as Negara sampai dengan tanggal ?8 Desember
2OO7 Ciperttitungkan pada dana DIPA-L Tahun Anggaran 2008,

(2) Perhitungan sebagaimana dimaksud Oada ayat (1) agar dicatat dalam

lftrtu Pengarvasan Kredit Tahun tutgganan 2007 dan 2008 serta

dibukukan sebagai Penerimaan Pengembalian UP Tahun Anggaran
yang Lalu (MAP 815114).

Pasa! I

Apabita sisa dana UP/TUP akhir Tahun Anggaran ?007 tersebut
diperhitungkan dengan dana DIPA-L Tahun Anggaran 2008 sebagaimana
oimaksud rjalam Pasat I ayat (1i maka atas buRi pengeluaran yang belum
dipertanggungjeu/abkan, $atuan KerjalKuasa PA yang bersangkulan dapat
mengajukan SPM-GUP atas beban DIPA"L Tahun Anggaran 2008.

Pasal 10

Atas penerbitan SP2DGUP Nihil sebagairnana climaksud dalam Pasal 5
serta UPffUP yang telah digunakan tetapibelum di SPM-GUP Nihil-kan dan
sisa dana UPffUP yang belum disetor sebegeimana dimaksud dalam Pasal
I ayat (1). maka KPPN Khusus Bancla Aceh rnehkukan penutupan dengan
cara mencetak Kartu Pengararasan Kredit Tahun Anggaran 2007 Satuan
Kerj#Kuasa PA berkenaan dan disahkan Kepala Seksi Penyaluran
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

BAB IV

PETAKSANAAN TREASURY S"VGIE ACCOU NT

Pasal I t

Untult pencairan SP2D mulai tarqgal 17 Desember sampai dengan tanggal
18 Desember 2007. KPPN Khusus Banda Aceh setiap hari wajib
menyampaikan perkiraan kebutuhan dana untuk hari berikutnya kepada
Direktur Jenderal Perbendahareen U,p. Direktur Pengelolaan Kas Negara
paling lambat pukul 15-00 r,vaktu setempat-

BAB V

KETENTUAN I.AIN-LAIN

Pesal 12

Kepala KPPN KhUSus Banda Aceh diminta agar memberitahultan makgud

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini secepatnya kepada Kepala

satuan Kerja/Kuasa PA di lingltungan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

NAD_Nias serta pimpinan Gntor Barrk Indonesia, Pimpinan Bank mitra

flrja, Oan Kepala Kantor Pos diwilaph Reiarrrya'r1+L
' /



BABVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap ofeng rnengetehuinyra. memerintehkan pengumuman Peraturan
Direktur Jendeml Perberrdaharaan ini dengan penemPatiannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Diletapkan diJakarta
padatanggal gp Desember 2007

RAL,ftffi
F4,

ft,ffi
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LAMPIRAN I
PERATI.HAII DRE-KTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
rcte? PEnJE ,FB/2m? TEI'ITANG LANGKAH-
IJA}16I(A}I CAI,AM MENGHADAPI AKHIR TAHUN
Ar{GreiARTfl2S7 UigTl,T( KPPN KHUSUS BANOA ACEH

DEPARTEMEN/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNC JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di barah ini :

Nama :  . . . . . . . . . . . ,  - - ' - - - - - - - - - - - - - (1 )

N I P ...--...-(2)

Jabatan PejebatPembuatKomilmen. . . , . ' . . . . - ' . . - -----(3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhi tungan yeng terdapat pada -.- . -- . . . . - . - . . . . , . (4).----------------bulan .""" , ,""" . . . . --(5)--- . . . . . . -  .

bagi Satuan Kerja ...----.--------(3)....,,..."..---.-- telah dihhung dengan benar dan berdasarkan

daftar hadir kerja PegawaiNegeriSipilpada Satuan Keria-----------------(3).....,,,,

2. Apabila di kemudian hari terclapat kekbihan atas pembayaran

honorarium/remunerasi/rrakasi/uang rnal(an PNS/uang lembut*) tersebut, kami bersedia

untuk menyetor kelebihan tersebut ke l(as Negare.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benamla-

- . . . (6 ) ,  . . . . . . . . . . , , , . , . , , , . . . . . . . . . . . . (7 )

s.n. PA/Kuasa PA

Pejabat Pembuat Komitmerr .......(3)..........

. . . . , . (8)

Nama Lenglcap
NIP

i coretyeng tidak Pertu
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PETUNJUK PENGISI,AN

SURAT PERITIYATAAN TANGGUNG JAWAB TUTLAK

Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat.

Dec. tg 2AA7 g3i49,Qn P3

i tzl I Diisi dengan NIP penanda tangan surat.
+ : . '

I (3) I Diisidengan nama satuan keda bersangkutan'

Diisiderrganctaftarperhitungsnpembayananhonorariun"-'remunerasi/vakasvuangmakan
PNS/uang lembur.

Diisi dengan bulan pembalaffin yang dimintakan-

i tol ! Diisi dengan tempat penandatanganan surat-

i (7) i Diisidengan langgalpenandalanganan surat.

, (S) i Diisi dengan landa tangan pejabat yrang berwenang dan dibubuhi stempel/cap dinas.
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KEMENTERIAN/LEMBAGA

SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN

Pada hari ini, ,.....(1)...... tanggal ...-..(2)---....-, beftempat di ..-(3).-., kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

l .  Nama : . . . . . (4)
Jabatan : PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen ----.-(5)"'."

Berdasarkan SK . . . -- . . (6)---------  tanggal .  . . . . .  (7)- .-- . ------ .  Nornor, . . . , . . - ." . (E)
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

l l .  Nanta  :  . . . . . . (9 )
J a b a t a n  : . . . . . . ( 1 0 ) . . . . . .
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA. Sec8ra bErSAMA.Sama disebut PARA PIHAK dan atau
secara sendiri-sendiri disebr.tt PIHAK.

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA mengajukan tagihan sebeser Rp--.(11)-.. (dengan huruf) atas pembayaran
pekerjaan ...(1?) ..... yang penyeleseiannya tanggal 15 Desember 2O07 sampai dengan 31
Desember 2007.

2. PIHAK PERTAMA membayar tagihan PIHAK KEDUA dengan menerbitkan SPM-LS setelah
menerimd Jaminan Bank ...(1 3).-- tanggal -..(1 4).,. Nomor --.-.-(1 5)----.

3. Terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai kon&ak. PIHAK PERTAMA wajib
membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan menyampaikannya kepada Kepala
KPPN .....(15)..., paling lambat 5 (tima) heri keria (tittak termasuk hari libur/cuti bersama)
sejak kontrak selesai.

4. Dalam hat PIHAK PERTAMA tklak menyampaikan Beri&a Acara Penyelesaian Pekerjaan
kepada Kepala KPPN ,,..(16)-.---, sebagaimana dimaksud pada butir 3, PIHAK KEDUA
menyetujui Jaminan Bank dimaksud dicairkan oleh Kepala KPPN berdasarkan Surat Kuasa
Nomor .....( 1 7).......tenggal-...-.-.{1 8).. "'-- untuk untung Km Negara.

LAMPIRAN II
FENANTiI{ DREI(TIIR JENOERIL PEREENOAHAR.qAN
}PTIOR PE=R -7$ NEEOOZ TENTANG LANGKAH-
LETTIGI{A'T DAl.Ar| MENGI{AOAPI AKIIIR TAHUN
AI.IGGARA'{ 287 UilTUK KPPN KHUSUS BANOA ACEH

Datam hal terjadi wan-prestasiyang dilakukan oEh Pihak Kedua. PIHAK PERTAMA wajib

membuat pernyataan wan-prestasi dan menyampaikanrqra kepada Kepala KPPN ..,(16)....

Berdasarkan pernyataan raen-prestasi sebagaimana dimaksuct pada butir 5' Kepala KPPN

_if-Oj-- n"CIasarft"n Surat Kuasa Nomor ...,(17)..- tanggal "-"(18)"'. mencairkan Jaminan

Bank untuk untung RasNe$an- 

W
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7. Ferselisihan lang timbul sehubungan dengan peleksanaan Sunat Perjanjiarr Pembayaran
ini. tidak menunda pencairan Jaminan Bank yang dibkukan oleh Kepala KPPN.

Demikian Surat Perjanjian Pembayamn ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada
hari, tanggat, bulan dan tahun sebegeimana tersebut diatas. dibuat dalam rertgkap 2 (dua) asli
masing-masing bermateraicukup untulr PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama.

Pihak Pertama
Pe/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen

(1e)

Nama - . . . . . . . - ( 20 ) . .  . . . . . , , . . .
N I P

Pihak Kedua
Pimfiinan/Direktur . --(2 1 )....

(221

( . . . . . . . . . . . (2s).. . . . . . . . . . . .  . )
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PETUNJUK PENGISI,AN
SURAT PERJANJIAT'I PEUBAYARAN

Uraian lsian

1e) | Oiisidengan tenggal pembuatan Surat Perianjbn Pembayaran-

Diisi dengan kota tempat p€mbuatan Surat Perietrjian Pernbayaran.

Diisi dengan haripembuatan Surat Perianjian Pembayaran-

(6)

; (5) : Diisidengan nama lembaga PA/ Kuasa PAlPeiabat Pembuat Komitmen.
L_-'J

Diisi derrgan jabatan penandatangan Surat Ketetapan pejabat PA'lKuasa PA/Pejabat
Pembuat Komitmen-

(7) i Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan pejebat PAlKuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen.

(8) Diisi Cengan ncmor Surat Ketetapan pejabat PA/Kuasa PilPejabat Pembuat Komitmen,

(g) Diisi dengan nama lengkap pejabat penandatangan lang mewakili perusahaan/rekanan-

(10) Drrsr O"nn"n n"rnr *u*

(1 1) i Diisi dengan angka dan huruf senilai rupaah yang diajukan pihak kedua.

I ttZl i Diisiderrgan nama pekerjaan lpng tercantum dahm kontrak perjanjian.

(13) Diisi derrgan nama banlr penjamin.

(14) : Diisi dengan tanggal Jaminan Bank

(15) Diisi dengan nomor Jaminan Bank
-  

t  
- - '  "

(16) | Diisidengan nama KPPN

( 17) i Diisi dengan nomor surat kuasa yang dibuat oleh pejebat PA/Kuasa P,{,/Pejabat Pembuat

t i

: (19) I Diisi dengan tande tengsn pejabat PffKuasa

I i dibubuhi cap dinas.
!-
I

I (?0) i Diisidengan nama perusafraan.
:.--_.-
I tZt I i Diisi dengarr tanda tangan peiabat yang beftirenang dan dibubuhi cap dinas
L-!.

PA/Pejabat Pembuat Kopmitmen dan

i i Komitmen
t " i
I (18) | Diisi dengan tanggal surat kuase yeng dibuat oleh pejabat PAlKuasa PA/Pejabat
I  \ ' " /  |  

v , , ' !  v v . . v e . r  r s ! . : 5 \

I i Pembuat Komitmen

| (22) i Diisi dengan nema lengkap peiabat Penendatangan-
L_  t .
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LAMPIRAN II I
PTRATI.GAN OIREKruR JETTIDEML PERBF\IDAHARAAN
xonoe em-7t /pB/:n07 TENraNc n LANGKAH-
lJ T.rcT(^l{ OAI, 

.I| 
MENGHAOAPI AKHIR TAHUN

A'\GGARAN2fiD TJNTII( XPPN KHUSUS BANDA ACEFI

KEMENTERIAN/LEMBAGA

1 .  B a n k

2. TanggalJaminan Bank

3, Nomor Jaminan Bank

4. Senilai

5. Untuk Pekerjaan

6, Sesuaidengarr Kontrak

tenggeldan nomor

Yang menerima kuasa
Kepala KPPN

(17)

. . (1  8 ) . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . )

i10)
(11 )

(12)

Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . (13) . . . .  (dengan huruQ

(14)

(1s)

Yang memberi kuesa
Kuasa PA/Pejabat Pembuat
Kornilmen

Demikian kuasa inidiberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
. . . (16). , . , , . . ,  . . , .  Desember 20o7

l- ""-* I
I 

Re6'ooo 
| 
(1s)

( - - - - - - - - - . . . . . - - . . . . . . . (20)  .  . . .  .

Mengetahui,
Pimpinan/Direktur .... (21 )

(22)

(....--..................-...-..(23)---.--.-.."----- .h,
. ,  

/



PETUNJUK PENGISilAN
SURAT KUASA

Uraian lsian

I Oiisi dengan NIP Kepela KPPN

(9) i  Diisidengan Nama KPPN.

(10 ) Diisi dengan nama bank penjamin.

Diisi dengan tanggalJaminan Bank.

Diisi dengan nomor pembuatan Surat Kuasa-

Diisi dengan nama tengkap Pejabat PA/Kuasa PA/Peiabat Pembuat Komilmen'

(3) | Diisidengan nama lembaga PA/Kuasa PArPejabat Penrbuat Komitmen,

(4) i Diisi dengan jabatan penandatengan Sufttt Ketetaparr pejabat PA/Kuasa PAJPejabat

Diisi dengan tanggalsurat Ketetapan pejabat PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuai Komitmen.

Diisiderrgan nomor $urat Ketetepan pejabai PA/Kuasa PA/Peiabat Pembuat Kcmitmen.

Diisidengan nama lengkap Kepala KPPN.

(12) | Diisi dengan nomor Jaminan Bank.

(13) | Diisi dengan angka dan huruf senilai rupiah yeng tertera pacla Jaminan Bank.

Diisidengan nama peke{aan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan.

Diisi dengan tanggal dan nomor kontrek.

Diisidengan tempat Surat Kuasa dibuat.

Diisi dengan tanda tangan pejabat KPPN )rang beruenang dan dibubuhicap dinas.

Diisidengan nama hngkap dan NIP Fejabat KPPN-

Diisi dengan tanda tangan peiabat PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen dan
dibubuhicap dinas.

(20) I Diisidengan nama lengkap dan NIP pejabat PA/Kuasa PA/Peiabat Pembuat Komitmen
I

(?t ) | Oiisi dengan nama perusahaan

Diisi dengan tanda tangen peiabat perusahaan dan dibubuhicap dinas.

(23) Diisi dengan nama lengkap pejabat penendatangan-



SURAT KUASA
Nomor  :  . . . - - . . . . . . . . . . . . ( 1 ) . - - - . - - . . - -

Yang bertanda langan di bawah ini:

L  Nama  : , . . , . . - - . . . . ( 2 ) - - - - . . . . .
Jabatan : PAlKuasa PA/P{abat Pembuat Komitmen .'-'---------(3)

1.  Bank

2. TanggalJaminan Bank

3. Nomor Jamirran Bank

4. Senitai

5, Untuk Pekerjaan

6. Sesuaidengan Kontmk

( 1 0 )

( 1 1 )

( 1 2 )

Rp . . . . . . - . . . . . . . . . . - ---(13). . . -  (dengan huruf)

(14)

(15)

tanggaldan nomor

Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya

Yang menerima kuasa
Kepala KPPN

(17 )

( . . . . . . .  . .  . , ( 18 ) . . . . . . . . - - . - . . . . . . . . )

urrtuk dipergunakan sebagaimana mestinya
---.-.  -.--------(16)---.. . . ,  . . . .  Desember 2007

Yang memberikuasa
Kuasa PA/Pejabat Pernbuat
Komitmen

| """,""-.-l
I 

Re6,oo0 
| 
(1s)

Mengetahui.
PimPinan/Direktur .--- (21 )

(?21

("'.----..""-""""""'(23)""-.--...""' '+,
- r /
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PETUNJUK PENGISI.AN
SURAT KUASA

Uraian Isian

Diisidengan nomor pembuatan Surat Kuasa-

(6) Diisidengan nomor Surat Ketetepen peiabet PMfuasa PA/Pejabat Pembuat Kcmitmen.

(7) Diisidengan nama lengkap Kepala KPPN.

Di is idengan NIP Kepata KPPN.

I

(9)_ i  Di is idengan Nama KPPN.

(10) | Diisi dengan nama bank penjamin.

(11) | Diisi dengan tanggal Jaminan Bank.

Diisi dengan nama Perusahaan

(22) Diisi dengan tanda tangan pejabat perusahaan dan tlibubuhi cap dinas'

1Z; I Oiisidengan nama lengkap peiabat PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen.

1rl I oiisi dengan nama tembaga PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmerr.

Drisi dengan jabatan penandatangan Sutat Ketetapan pejabat PA/Kuasa PAJPejabat
Pembuat Komitmen.

Diisidengan tanggalsurat Ketetapen pejabat PA/ltuasa Pl/Pejabat Pembuat Komitmen.

Diisi dengan nomor Jaminan Bank-

Diisi dengan arrgka dan huruf senilai tupiah yang tertera pada Jaminan Bank.

Diisi dengan nama pekeriaan lrang tercentum dalam kont'ak pekerjaan'

Diisidengan tanggal dan nomor ltontrak.

Diisi dengan tempat Surat Kuasa dibuat.

Diisi dengan tanda tangan pejabat KPPN yang beruenang dan dibubuhi cap dinas.

Diisiderrgan nama lengkap dan NIP pejabat KPPN.

Diisi dengan tanda tangan pejabat PA/Kuasa PA/Peiabat Pembuat Komitmen dan

dibubuhicap dinas.

(20) | Oiisidengan nama leng1,p dan NIP peiabat PNKuasa PA/Peiabat Pembuat Komitmert

(23) Diisi dengan nama lengkep pejabat penandatangan'


